BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Peran Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
(Disparpora) Kabupaten Seluma dalam
mengembangkan Wisata Ikan Larangan di Desa Taba
Lubuk Puding telah dilaksanakan secara fasilitatif dan
pendampingan, bukan melalui intervensi langsung.
Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
khususnya Pasal 1 ayat (4), yang menekankan tiga pilar
utama:  peningkatan = kesejahteraan  masyarakat,
pelestarian lingkungan hidup, dan pemeliharaan nilai
budaya lokal. Disparpora memberikan dukungan
melalui survei potensi, pelatthan manajemen wisata,
promosi melalui media sosial dan kalender event
daerah, serta bantuan infrastruktur dasar seperti gapura,
papan informasi, dan gazebo. Namun, pelaksanaan
peran tersebut masih menghadapi kendala utama berupa
keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi lintas
sektor, terutama dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait
akses jalan. Selain itu, Wisata Ikan Larangan belum
secara resmi ditetapkan sebagai destinasi wisata

kabupaten karena masih dalam proses verifikasi
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administratif, meskipun telah diakui potensinya secara
lokal melalui Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024.

Tinjauan  Siyasah  Dusturiyah terhadap peran
Disparpora menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata
Ikan Larangan telah mencerminkan tiga prinsip utama
dalam figh siyasah, yaitu: a. ‘Adalah (keadilan), yang
terwujud dalam distribusi manfaat ekonomi secara
merata melalui BUMDes dan penghormatan terhadap
hak budaya serta spiritual masyarakat; b. Syura
(musyawarah), yang menjadi dasar pengambilan
keputusan  strategis melalui  forum desa yang
melibatkan tokoh adat, agama, perempuan, dan
pemuda; serta c. Maslahah (kemaslahatan umat), yang
diwujudkan melalui pelestarian nilai spiritual, larangan
ekologis (seperti tidak menangkap ikan dan membuang
sampah plastik), serta integrasi kearifan lokal dengan
prinsip ekowisata. Meski demikian, dari perspektif
siyasah dusturiyah, terdapat kelemahan struktural
berupa belum adanya regulasi formal di tingkat
kabupaten yang secara jelas melindungi nilai-nilai adat
dan syar’i dalam pengelolaan wisata. Hal ini berpotensi
mengancam keberlanjutan nilai-nilai luhur tersebut di
tengah tekanan komersialisasi. Karena itu, diperlukan

payung  hukum  daerah  yang  menyatukan
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(mengintegrasikan) prinsip-prinsip syariah dan kearifan

lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan pariwisata

berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

a.

Pemerintah Kabupaten Seluma hendaknya segera
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal,
yang secara eksplisit mengakui dan melindungi
nilai-nilai adat serta syar’i dalam pengelolaan
destinasi seperti Wisata Ikan Larangan.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
(Disparpora) perlu mempercepat proses verifikasi
dan penetapan Wisata Ikan Larangan sebagai Desa
Wisata resmi melalui revisi Surat Keputusan
Bupati, memperkuat koordinasi dengan Dinas PU
dan Dinas Lingkungan Hidup untuk perbaikan
akses jalan dan pengelolaan sampah, serta
memberikan pelatihan lanjutan (digital marketing,
manajemen keuangan BUMDes, dan manajemen
konflik) bagi pengelola wisata.

Pemerintah Desa Taba Lubuk Puding disarankan
menyusun Rencana Pengembangan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) yang terstruktur untuk
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pengembangan wisata, memperkuat struktur dan

transparansi kerja Pokdarwis, serta membangun

mekanisme edukasi dan penegakan aturan adat

bagi pengunjung.
Bagi Masyarakat Lokal

Masyarakat, khususnya melalui Pokdarwis dan
tokoh adat, hendaknya terus menjaga komitmen
terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Wisata
Ikan Larangan. Jangan tergoda oleh komersialisasi
berlebihan yang mengorbankan keaslian budaya. D1 sisi
lain, generasi muda perlu diberdayakan untuk
meningkatkan literasi digital guna mempromosikan
wisata secara mandiri melalui konten edukatif yang

mengangkat filosofi dan kearifan lokal.
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